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KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MEMPERTAHANKAN
JENIS PIDANA MATI
(STUDI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI MUTILASI KORBAN)
Oleh :
A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi1
ABSTRACT
The research was policy of criminal law maintains kind of death penalty (the case study of 
plan murder while mutilates the victim), aims to describe and analyze the existence of the 
death penalty to the crime of plan murder. In addition, this study also aims to determine 
policies of criminal law related to death penalty for the crime of plan murder accompanied by 
mutilation as an aggravating. The method used in this research was conducted normatively 
by reviewing the primary and secondary which was collected based on collecting method 
of normative law and for the technique of collecting its legal entity were used documenter 
technique i.e the technique to analyze and collect on various documents that already exists 
by applying some kind of approach, namely, the approach of legislation, and analytical 
approaches. The analysis of research was presented in form of descriptive-analytical, 
systematic, constructive and argumentative.
The death penalty against the crime of murder is still maintained and in force today in 
Indonesia, as contained in the provisions of Article 340 of the Criminal Code. Capital 
punishment are recognized in the criminal offense of premeditated murder, but the death 
penalty was alternatifed with other criminal types namely life imprisonment and a maximum 
of 20 years. Death penalty imposed in the case of things that are burdensome. By it did 
not published things that incriminate a crime in the Criminal Code, the judge only include 
things that are burdensome and ease generally. This certainly can not be released that the 
provisions of Article 197 paragraph (1) Criminal Code incriminating things was imperatively. 
Regarding the criminal law policy relating to the death penalty for the crime of murder was 
listed in Article 581 of the Criminal Code. In this case, the RUU KUHP did not include the 
Criminal Code specifically mutilation as a criminal aggravating reasons, however when 
seen from the provisions of Article 55 paragraph (1), the mutilation may be a motive and 
purpose of committing a crime (letter b); how committed the crime (letter e); as well as the 
attitudes and actions of after committing a crime (letter f).
Keywords : Criminal Law, Death Penalty, Policy,
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Negara Indonesa tetap mengaku 
dan mempertahankan pdana mat untuk 
menjerat orang yang melakukan kejahatan. 
Hal n sesua dengan ketentuan Pdana, 
yang memuat penjatuhan sanks. 
Berbaga macam tndak pdana telah 
termuat ketentuan mengena sanks, sepert 
halnya terhadap kasus kejahatan terhadap 
keamanan negara, sesua dengan kentuan 
hukum pdana postf Pasal 104, Pasal 111 
ayat (2), dan sebaganya; pencuran dengan 
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kekerasan dserta dengan pemberatan dalam 
Pasal 365 ayat (4); pembunuhan berencana 
sesua dengan Pasal 340; pembajakan laut, 
panta, dan sunga tercantum dalam Pasal 
444 serta sebaganya. Tdak hanya d dalam 
KUHP saja, keberadaan pdana mencabut 
nyawa seseorang juga dapat dtemu dalam 
rumusan perundang-undangan d luar tu, 
sepert Undang-Undang (UU) Narkotka 
yang tercantum dalam Pasal 113 ayat (2), 
114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 
ayat (2), 121 ayat (2), dan 133 ayat (1);  UU 
Terorsme yang tercantum dalam ketentuan 
Pasal 14;  UU Korups sesua dengan Pasal 2 
ayat (2), dan sebaganya.
 Sehngga dengan menempatkan 
pdana yang tergolong berat sebaga salah 
satu jens pdana yang yang ada dalam atau 
pun d luar KUHP, maka tdak menutup 
kemungknan hakm yang dtunjuk 
menangan suatu perkara pdana yang datur 
dengan hukuman mat, bsa menjatuhkan 
vons tersebut pada pelaku kejahatan tertentu 
(tergolong berat).
Serng dengan perkembangan zaman 
serta semakn kompleksnya permasalahan-
permasalahan yang tmbul dalam masyarakat 
dsuatu Negara tdak heran jka hukum yang 
ada dalam suatu Negara mengalam suatu 
perubahan yang selalu berusaha mewujudkan 
suatu tujuan hukum yang dcta-ctakan. 
Berkenaan dengan jens hukum yang 
berlaku dsuatu Negara, terutama mengena 
masalah pdana pencabutan nyawa tentu d 
setap Negara mempunya pandangan yang 
berbeda-beda tentang pemberlakuannya.
Indonesa yang akan melakukan 
pembaharuan hukum pdana, secara past 
belum bsa melepaskan dr dar permasalahan 
pdana pencabut kemerdekaan seseorang. 
Adanya pro dan kontra terhadap pdana 
yang tergolong berat n dlatarbelakang 
oleh berbaga macam alasan, msalnya 
phak yang pro terhadap beralasan bahwa 
hal n tetap dperlukan untuk pencegahan 
dan perlndungan masyarakat dar tndakan 
kejahatan, termasuk pula sebaga suatu 
upaya untuk memberkan efek jera kepada 
penjahat. Phak n ddukung oleh putusan 
Mahkamah Konsttus yang menyatakan 
memutuskan pdana mat tdak melanggar 
landasar dasar negara Indonesa. Memang 
sebenarnya putusan tersebut hanya sebatas 
dalam judicial review tndak pdana 
narkotka, tetap hal tu danggap mewakl 
aspras masyarakat luas bahwa penggunaan 
pdana mat merupakan sanks yang dapat 
djatuhkan pada mereka yang melanggar 
hukum pdana. Selanjutnya, bag phak yang 
kontra menunjukkan adanya ketdakadlan 
terhadap kehdupan manusa, oleh karena 
manusa mempunya hak hdup yang harus 
dlndung sehngga hanya Tuhan yang bsa 
mencabutnya.
Berbcara tentang Rancangan KUHP 
baru, dalam Pasal 66 Rancangan KUHP 
nasonal tahun 2013, bahwa pdana mat 
tdaklah datur sebaga pdana pokok akan 
tetap sebaga pdana alternatf. Hal n 
menyebabkan penjatuhan pdana yang berat 
n mash sangat dperlukan sebaga suatu 
bagan dar adanya sanks pdana yang dapat 
djatuhkan oleh hakm.
Penjatuhan sanks pokok berupa 
pencabutan nyawa bag yang melakukan 
tndak pdana, merupakan masalah yang 
rumt bag masyarakat Indonesa, terutama 
bag aparat negara untuk menegakkan 
keadlan yang berprkemanusaan.
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Kejahatan  yang dtujukan bag nyawa 
orang lan alah bentuk perbuatan dengan 
menyerang nyawa seseorang.2 Salah satu 
kejahatan terhadap nyawa seseorang adalah 
dengan sengaja mencabut nyawa seseorang 
yang menurut kodifikasi hukum pidana 
warsan Belanda yang mash dberlakukan 
saat n dsebut pembunuhan. Untuk 
menghlangkan hdup seseorang, harus 
melakukan beberapa langkah yang dapat 
mengakbatkan matnya orang dengan 
catatan bahwa opzet dar pelakunya tu harus 
dtujukan pada akbat berupa mennggalnya 
orang lan tersebut.3
Perkembangan yang sangat signifikan 
dengan drng model dan gaya pembunuhan 
yang terjad d Indonesa saat n semakn 
har semakn mengalam pembunuhan 
yang beraneka ragam, dar cara yang 
mudah hngga dengan cara terblang sads 
dan kejam.  Tndakan membunuh dengan 
rencana terlebh dahulu dserta dengan 
mutlas merupakan suatu motf pembunuhan 
yang dlakukan secara sads dan kejam dan 
memang motf yang terjad d lapangan 
n menyatakan bahwa perbuatan tersebut 
dlakukan untuk menghlangkan jejak 
perbuatan yang telah dlakukan oleh pelaku 
maupun bsa saja pelaku sendr mengalam 
kelanan pskologs yang menyebabkan 
pelaku melakukan tndakan mutlas terhadap 
korbannya. Sungguh sangat rons memang 
jka ternyata motf-motf dar pembunuhan 
dserta mutlas tersebut terkadang hanya 
dlatarbelakang oleh persoalan-persoalan 
yang bsa danggap hal sepele, sepert salng 
mengejek, rasa dendam, sakt hat terhadap 
korban, dan persoalan-persoalan lan 
sebaganya yang sesungguhnya dapat datas 
dengan gaya berpkr dewasa dan jernh. 
Penjatuhan pdana mat tentunya 
tdak terlepas dar berbaga pertmbangan 
yang harus dlakukan Hakm. Selan 
pertmbangan-pertmbangan tersebut, perlu 
juga dpertmbangkan hakkat dan keadaan-
keadaan yang menyerta suatu kejahatan, 
rwayat dan pelaku tndak pdana dan 
lembaga-lembaga serta sumber-sumber yang 
ada dalam masyarakat. Dasar pertmbangan 
Hakm tersebut merupakan landasan atau 
kunc pokok yang akan menghaslkan 
putusan terhadap semua jens pemdanaan 
termasuk pula d dalamnya putusan pdana 
mat. Walaupun memang secara tertuls 
dalam hukum pdana kta tdak pernah 
djumpa aturan yang menggarskan suatu 
pedoman yang dpaka landasan oleh 
Hakm sebaga dasar pertmbangan dalam 
penjatuhan pdana tersebut.  Cenderung 
hal n membawa konsekuens karena tdak 
ada landasan berpjak bag Hakm sebaga 
pedoman d dalam memberkan dasar 
pertmbangan. Oleh karena tu, serng kal 
putusan dar Hakm banyak mengandung 
pro-kontra dar masyarakat, yang seolah-
olah kurang memberkan rasa kepastan 
hukum dan kurang mencermnkan wbawa 
hukum d mata masyarakat.
Jens pdana terhadap tndak pdana 
pembunuhan berencana, perumusan ancaman 
pdananya drumuskan secara alternatf. 
Penjatuhan berupa sanks mat dapat saja 
djatuhkan dalam hal adanya pemberatan 
2 Adam Chazaw, 2007, Kejahatan Terhadap Tubuh dan 
Nyawa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.55.
3 Lamntang, P.A.F, dan Lamntang, Theo, 2013, Delik-
Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, 
dan Kesehatan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.1.
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pdana. Namun, dalam hukum pdana postf 
(yang berlaku saat n) belum dlengkap 
dengan pedoman pemdanaan mengena 
hal-hal yang memberatkan maupun yang 
merngankan pdana. Padahal menurut Ktab 
Undang-Undang Hukum Acara Pdana, 
tdak dcantumkannya hal-hal tersebut 
konsekuensnya adalah batalnya putusan 
hakm, sesua dengan aturan Pasal 197 ayat 
(1) KUHAP.
Meskpun mengancamkan batalnya 
putusan ataupun kelalaan mencantumkan 
alasan memberatkan dan merngankan 
terdakwa, akan tetap apabla dperhatkan 
serngkal hal-hal yang djadkan alasan 
memberatkan dan merngankan dalam 
suatu putusan sangat umum sfatnya. 
Terhadap alasan yang memberatkan sepert 
perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, 
menmbulkan kerugan bag korban, 
menmbulkan kesedhan yang mendalam bag 
korban, dan sebaganya, sedangkan untuk 
hal yang merngankan sepert mengaku dan 
menyesal, terdakwa sudah tua, terdakwa 
mash muda dan mempunya tanggungan 
keluarga, serta sopan d persdangan. 
Beberapa putusan juga serng dtemu 
beberapa alasan yang memberatkan berupa 
terdakwa tdak mengaku perbuatannya dan 
berbelt-belt d persdangan. 
Selan tu, melhat darpada ketentuan 
Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakman, 
hakm berkewajban untuk memberkan dasar 
untuk mempertmbangkan atau argumentas 
secara tulsan dalam kasus yang dtangan. 
Dalam setap putusan yang dhaslkan 
lembaga pengadlan, senantasa terlhat 
pula dalam putusan tersebut hal-hal yang 
memberatkan dan merngankan pdana.
Pembunuhan berencana yang dserta dengan 
mutlas sebaga suatu hal yang memberatkan 
dapat djatuh putusan pdana mat, hal n 
dkarenakan dalam pembunuhan bukan 
merupakan suatu delik yang dikualifikasi 
sebaga dasar pemberat.  
Hal nlah yang menandakan adanya 
kekosongan norma terhadap pedoman 
pemdanaan hakm yang memberkan dasar-
dasar pertmbangan terhadap putusannya, 
bak tu dalam pemberatan maupun 
pernganan dalam putusan dan npun 
menjad suatu permasalahan hukum, karena 
tadanya kepastan hukum dan keadlan bag 
masyarakat. 
Berdasarkan uraan latar belakang 
tersebut datas, telah mendorong penuls 
untuk mengangkat dan mengkajnya lebh 
dalam dengan mewujudkannya ke dalam 
suatu peneltan yang berjudul “Kebijakan 
Hukum Pidana Mempertahankan Jenis 
Pidana Mati (Studi Kasus Pembunuhan 
Berencana Disertai Mutilasi Korban)”.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagamanakah eksstens pdana mat 
terhadap tndak pdana pembunuhan 
berencana ?
2. Bagamana kebjakan dalam hukum 
pdana terkat pdana mat untuk 
tndak pdana pembunuhan berencana 
dserta mutlas sebaga hal yang 
memberatkan?
1.3 Tujuan Penelitian
Menganalss mengena eksstens 
pdana mat terhadap tndak pdana 
pembunuhan berencana. Selanjutnya untuk 
mendeskrps mengena kebjakan hukum 
pdana terkat pdana mat terhadap tndak 
pdana pembunuhan berencana dserta 
mutlas sebaga hal yang memberatkan.
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II. Metode Penelitian
Peneltan hukum yang dpergunakan 
alah normatf. Menggunakan metode n 
karena mempelajar bahan-bahan hukum 
sebaga acuan dalam penyelesaan masalah 
peneltan n. Hal n pula beranjak juga dar 
belum adanya norma hukum yang berkatan 
dengan permasalahan peneltan. Terhadap 
permasalahan yang dkaj, maka pendekatan 
masalah yang dgunakan adalah perundang-
undangan. Selanjutnya, pendekatan analts 
adalah seorang penelt akan mengkaj 
secara mendalam atas tulsan dalam sebuah 
putusan-putusan pengadlan dan juga 
peraturan perundang-undangan. Para sarjana 
berpendapat, bahwa kajan hukum normatf 
mengandalkan pada penggunaan bahan 
hukum prmer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum terser.4
Peneltan hukum tersebut, memlk 
kekuatan mengkat ke dalam.5  Bahan 
hukum prmer bersfat autortatf, dalam 
artan mempunya otortas.6 Bahan hukum 
prmer terdr dar peraturan perundang-
undangan, catatan resm ataupun rsalah 
putusan hakm.7 Bahan hukum prmer 
yang dpergunakan dalam peneltan n 
melput :UUD NRI Tahun 1945; KUHP; 
KUHAP; UU Pemasyarakatan; UU HAM; 
DUHAM. Bahan hukum sekunder dambl 
atau dperoleh dar text book, artkel, hasl 
peneltan terkat dengan penulsan n, 
dan juga kamus hukum. Pengumpulan 
bahan hukum yang dpergunakan adalah 
dokumenter yakn untuk mengkaj serta 
mengumpulkan tentang berbaga dokumen-
dokumen yang sudah ada.8 Selanjutnya, 
dsajkan dalam bentuk deskrptf-analts, 
evaluatf, sstemats, konstruktf dan 
argumentatf.
III. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pengaturan Pidana Mati Terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana Disertai Mutilasi
Pengaturan pdana mat dalam hukum 
pdana postf Indonesa bermula pada 
jaman pemerntahan kolonal Belanda 
sejak tanggal 1 Januar 1918, yang mana 
datur dalam wetbook van strafrecht voor 
nederlandsch inide dalam Buku I, Bab II 
tentang pokok-pokok pdana dalam Pasal 10 
jo Pasal 11. Pdana mat tersebut djatuhan 
terhadap jens-jens pelanggaran berat, akan 
tetap sekarang d Belanda pdana mat telah 
dhapuskan sudah lama. 
 Pdana mat bag kejahatan extra 
ordinary crime (terors, pengedar narkoba, 
pembunuhan berencana dengan modus 
operand yang sads) sama sekal bukan 
dengan tujuan balas dendam sepert yang 
serng dtuduhkan oleh kelompok yang 
kontra terhadap pdana mat melankan 
berdasarkan keyaknan moral bahwa 
kejahatan yang mereka lakukan, secara 
moral adalah kejahatan yang sangat berat 
dan meresahkan serta meluka perasaan 
moral keadlan masyarakat.
4 Soerjono Soekanto & Sr Mamudj, 2006, Penelitian 
Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.-
5 Bambang Sugono, 2006, Metodelogi Penelitian 
Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.13.
6 Amruddn dan H. Zanal Askn, 2004, Pengantar 
Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm.118.
7 Peter Mahmud Marzuk, 2006, Penelitian Hukum, 
Kencana, Jakarta, hlm.141.
8 Salm, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 
Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm.19.
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 Pdana pencabut nyawa sebaga 
salah satu pdana pokok d Indonesa 
merupakan suatu pdana yang palng 
kontroversal dantara pdana lannya. 
Pdana mat mengalam suatu kontrovers 
terhadap hak hdup dalam konsttus negara 
Indonesa maupun aspek pengaturan hukum 
nternasonal. Namun secara khusus, 
ICCPR sama sekal tdak melakukan suatu 
pelarangan tentang penjatuhan pdana mat 
akan tetap untuk menerapkan hal tersebut 
terdapat batasan-batasan sesua dengan 
aturan norma yang berlaku.
 Adapun beberapa syarat-syarat yang 
harus dpenuh jka pdana mat n mash 
tetap dpertahankan, yakn :
a. Hanya dapat djatuhkan apabla benar-
benar kepentngan umum terancam.
b. Hakm benar-benar yakn akan 
kesalahan s terdakwa dapat dbuktkan 
selengkap-lengkapnya.
c. Dancamkan secara alternatf dengan 
jens pdana lan, artnya tdak 
djatuhkan semata-mata sehngga 
hakm dapat memlh yang menurut 
keyaknannya lebh sesua dengan 
kesalahan s terdakwa.9
 
Pemdanaan memang mustahl 
menghapuskan kejahatan dar muka bum, 
akan tetap palng tdak pemdanaan 
menyebabkan the sense of justice of the 
victims menjad terwujud.10 Terdapat tga 
unsur yang harus dperhatkan dalam 
menegakkan hukum yakn kepastan hukum, 
keadlan dan kemanfaatan. Hukum alah 
untuk manusa, sehngga dalam penegakan 
hukum harus memberkan manfaat bag 
masyarakat, adanya kepastan terhadap 
norma hukum yang ada untuk membuat 
tertb masyarakat, serta rasa keadlan yang 
begtu pentng secara keseluruhan.11
 Berbcara mengena hukum 
khususnya mengena hukum pdana sendr, 
tentunya tdak terlepas dar berbaga macam 
jens-jens kejahatan maupun pelanggaran-
pelanggaran. Contoh kasus kejahatan yakn 
pembunuhan yang belakangan terjad d 
Indonesa adalah dengan cara sads salah 
satunya dlakukan dengan cara memutlas 
bagan tubuh korban dengan tujuan untuk 
melenyapkan jejak korban setelah kejahatan 
nyawa tu dlakukan. Secara rasonal, 
hal n dlakukan dengan tujuan untuk 
menghlangkan tubuh korban sebaga barang 
bukt (mutlas defensf).12
 Pengaturan pdana mat terhadap 
tndak pdana pembunuhan berencana dlhat 
dar aspek peraturan perundang-undangan 
yang mengatur masalah HAM d Indonesa, 
mempunya Legtmas yang kuat. Legtmas 
tersebut lebh dperkuat lag dengan salah 
satu nstrumen hukum penegakan HAM 
nternasonal, yatu International Convenant 
on Civil and Political Right. Negara yang 
belum menghapuskan aturan tentang pdana 
mat, dmana putusan yang menjatuhkan 
hal tu hanya berlaku pada kejahatan yang 
tergolong serus sesua dengan hukum 
11 Rfkyat Bachr, Pembunuhan Berencana dan 
Mutilasi(Kajian Putusan) No.1036 / PID /B / 2008/ 
PN.DPK, Jurnal Yudsal, Vol. 3, No. 2 Eds Agustus 
2010, Fakultas Hukum Unverstas Pancasla, Jakarta, 
hlm.204.
12 Supard Ramlan, 2001, Patofisiologi, Rneka Cpta, 
Bandung, hlm.35.
9 Tolb Setady, op.cit, hlm.85
10 Achmad Al, 2010,  Menguak Realitas Hukum : 
Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang 
Hukum, Prenada Meda Group, Jakarta, hlm.36.
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postf serta tdak memlk pertentangan 
dengan konvenan n. Menurut kovenan n 
jka suatu kejahatan dasumskan sebaga 
kejahatan berat atau kejahatan serus maka, 
pdana mat terhadapnya dapat dbenarkan.
 Sehngga, sampa kapanpun pdana 
mat akan tetap dbutuhkan terhadap pelaku-
pelaku kejahatan berat yang secara langsung 
membahayakan nyawa sesama manusa, 
sepert pembunuhan dengan cara mutlas 
yang tergolong sads n, tetap bukan sekedar 
mengancamkan dalam undang-undang, 
melankan benar-benar dalam realtasnya 
menjad vons hakm dan deksekus 
benar-benar. Pelaksanaan pdana mat 
perlu pembaharuan kembal,  sebagamana 
dketahu belum ada aturan yang jelas pula 
tentang berapa lama proses eksekus mat 
terhadap s terpdana mat.
 Betapa perlunya pdana mat 
n dpertegas kembal oleh Immanuel 
Kant dalam “The Science Right”, yang 
menyatakan bahwa: “if you slander another, 
you slander yourself; if you steal from 
another, you steal from yourself; if you 
strike another, you strike yourself; if you 
kill another, you kill yourself.”13 Kalmat 
d atas yang dnyatakan oleh Immanuel 
Kant, menegaskan dukungannya terhadap 
pdana mat bag pelaku kejahatan serus, 
bak yang memang secara nyata telah 
menghlangkan nyawa manusa, maupun 
yang dapat danggap telah menghlangkan 
sejumlah nyawa manusa meskpun secara 
tdak langsung, sebagamana yang menurut 
penuls sendr termasuk ddalamnya adalah 
pembunuhan berencana dengan modus sads 
dan kejam (mutlas). 
3.2 Kebijakan Hukum Pidana 
Menetapkan  Pidana  Mati Sebagai 
Salah Satu Jenis Pidana Dalam 
Perspektif  Ius Constituendum.
Masalah Pembaharuan hukum pdana 
melput pembaharuan mater, budaya, 
struktur, sstem poltk, sosal, ekonom serta 
etka hukum dan penddkan lmu hukum.14
Ketentuan terhadap pdana pencabutan 
nyawa dalam RUU KUHP mempunya 
maksud tdak mempergunakan pdana 
perampasan nyawa sebaga hukuman mat, 
melankan menaruh pdana n kedalam 
pdana secara mengkhusus bersfat alternatf. 
Pertmbangan-pertmbangan yang nantnya 
dnyatakan oleh hakm dalam memvons 
pdana pencabutan nyawa dtujukan 
terhadap skap dan tndakan darpada 
perbuatan terdakwa maupun dampak yang 
terjad kemudan, supaya sanks pdana 
yang djatuhkan tersebut dapat mbang 
dengan tndakan dan konsekuens yang 
dtmbulkan yatu sampa mengakbatkan 
matnya seseorang. Apabla tndakan yang 
dlakukan oleh terdakwa tdak sampa 
mengakbatkan matnya orang lan, maka 
sebaknya dhndarkan untuk menjatuhkan 
pdana mat kepada terdakwa terkecual 
bag perbuatan yang sangat berbahaya bag 
kelangsungan hdup manusa pada saat 
sekarang maupun d masa nant. Sehngga, 
konsep pemasyarakatan dalam hal tersebut 
dapat dwujudkan sebaga bentuk proses 
pembnaan untuk narapdana yang bertujuan 
untuk mengadakan perubahan-perubahan 
14 I Nyoman Ngurah Suwarnatha, Kebijakan Hukum 
Pemidanaan Anak  Dalam Konsep RUU KUHP 
2010, Jurnal Advokas Vol.1, No. 1, Eds September 
2011, Fakultas Hukum Unverstas Mahasaraswat, 
Denpasar, hlm.3.13 Achmad Al, op.cit, hlm.37.
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yang mengarah pada kehdupan yang 
lebh bak lag. Dengan menyelenggarakan 
sstem pemasyarakatan agar narapdana 
bsa memperbak dr dan tdak mengulang 
perbuatannya kembal.
Identifikasi kebijakan konsep 
mengena pdana mat dalam RUU KUHP 
adalah sebaga berkut :
1. Tetap dpertahankan secara eksepsonal 
dan tdak bsa menjatuhkannya 
terhadap orang dbawah umur.
2. Pdana alternatf yang dgunakan 
dengan penuh kehat-hatan dan 
sebaga ultimum remidium.
3. Cara untuk menjatuhkan pdana 
pencabutan nyawa , yakn :
 a) Sejauh mungkn dhndar memlh 
pdana alternatf berupa penjara 
seumur hdup atau maksmal dua 
puluh tahun (untuk dewasa) atau 
sepuluh tahun (untuk anak).
 b) Penundaan pdana mat dengan 
masa percobaan 10 tahun.
 c) Dalam penundaan tu, dmung-
knkan adanya perubahan sanks 
pencabutan nyawa menjad penjara 
seumur hdup atau  maksmal 20 
tahun.
 d) Terpdana dapat mengajukan 
gras.
 e) Hukuman tu baru dlaksanakan 
seusa pengajuan gras tdak 
dsetuju oleh kepala negara.
 f) Jka gras tdak dterma dan 
penundaan penjatuhan pdana 
kurun waktu sepuluh tahun, maka 
akan drubah menjad penjara 
semur hdup.
 Adapun perbuatan yang dapat djatuh 
pdana penghlangan hdup seseorang sepert 
yang durakan datas adalah melakukan 
tndak kejahatan secara tdak wajar, perbuatan 
tersebut dlakukan dengan cara yang sangat 
kejam dan sads, msalnya saja pembunahan 
dserta dengan mutlas n. Penjatuhan 
pdana mat bag pelaku pembunuhan dserta 
mutlas wajb memberkan perhatan pada 
tujuan pemdananaan sebaga suatu bentuk 
untuk melndung kepentngan prbad 
maupun umum yang ddasarkan oleh dasar 
negara kta. 
 Khususnya penjatuhan pdana mat 
terhadap kasus pembunuhan berencana 
dserta dengan mutlas sebaga dasar 
pemberatan haruslah dberkan pedoman 
pemdanaan bag hakm, karena dalam 
KUHP sekarang sama sekal belum datur 
hal tersebut. Padahal hakm dsn dharuskan 
untuk memberkan dasar pertmbangan 
dalam setap putusannya, sesua ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan No.48 Tahun 
2009 Pasal 14 ayat (2). Pertmbangan Hakm 
sebelum menjatuhkan putusan pdana harus 
sesua dengan rasa keadlan, kemanfaatan 
dan kepastan. 
 Sehngga, secara khusus sangat perlu 
dlakukan formulas pedoman pelaksanaan 
pdana sebaga hal yang memberatkan 
dalam putusan pertmbangan hakm perhal 
penjatuhan sanks pdana mat terhadap 
motf mutlas tndak pdana pembunuhan 
berencana untuk menghlangkan jejak korban 
dalam RUU KUHP Nasonal Indonesa 
terkat dengan pdana mat sendr. Serta 
terkat dengan pola pemdanaan menurut 
Wrjono Prodjodkoro, “pola pemdanaan 
dapat dlakukan dengan cara menggolongkan 
tndak pdana dengan melhat kepentngan 
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yang dlndung yang melput kepentngan 
individu dan kepentingan masyarakat”.15 
Adapun pola pemdanaan menentukan 
berat rngannya sanks pdana yang akan 
diancamkan sesuai dengan kualifikasi sanksi 
pdana 
 Adapun dalam hal pedoman 
pemdanaan, juga telah tercantum dalam 
Pasal 55 RUU KUHP. Rngannya perbuatan 
keadaan prbad pembuat atau keadaan 
pada waktu dlakukan perbuatan atau yang 
terjad kemudan dapat djadkan dasar 
pertmbangan untuk tdak menjatuhkan 
pdana atau mengenakan tndakan dengan 
mempertmbangkan seg keadlan dan 
kemanusaan.
 Pedoman pemdanaan dalam RUU 
KUHP sudah daplkaskan, dan untuk 
selanjutnya agar tdak terjad kekosongan 
norma, dkarenakan dalam peraturan hukum 
pdana nasonal kta tdak mencantumkan 
hal n, maka untuk segera peraturan yang 
dicita-citakan ini dijadikan kodifikasi hukum 




1. Keberadaan pdana mat terhadap 
tndak pdana pembunuhan berencana 
mash tetap dpertahankan dan 
berlaku sampa saat n d Indonesa, 
sebagamana telah sesua dengan 
ketentuan Pasal 340 KUHP. 
2. Kebjakan hukum pdana terkat dengan 
pdana mat mash tetap dpertahankan 
dan datur dalam ketentuan Pasal 
66 RUU KUHP, walaupun bukan 
merupakan jens pdana pokok tetap 
sebaga pdana alternatf. Terkat 
dengan tndak pdana pembunuhan 
berencana yang tercantum dalam 
Pasal 581 RUU KUHP, mash juga 
mencantumkan pdana mat namun 
memang dapat dancamkan secara 
alternatf dengan jens pdana lannya, 
sepert pdana penjara seumur hdup 
atau pdana penjara palng sngkat 
lma tahun dan palng lama 20 tahun. 
Dalam hal n, RUU KUHP tdak 
mencantumkan mutlas secara khusus 
sebaga alasan yang memberatkan 
pdana, akan tetap apabla dlhat 
dar ketentuan Pasal 55 ayat (1) 
RUU KUHP, maka mutlas dapat 
merupakan suatu motf dan tujuan 
melakukan tndak pdana (huruf b); 
cara melakukan tndak pdana (huruf 
e); serta skap dan tndakan pembuat 
sesudah melakukan tndak pdana 
(huruf f).
4.2  Saran
1. Pemerntah harus tetap 
mempertahankan ancaman pdana mat 
dengan membuat aturan yang secara 
jelas dan tegas mengena pedoman 
pemdanaan dalam menjatuhkan 
putusan pdana mat terhadap tndak 
pdana pembunuhan berencana. 
Hukum d negara Indonesa mash 
tetap mempertahankan pdana mat, 
sehngga hakm dapat menentukan 
skap dalam memutuskan perkara 
yang berkatan dengan tndak pdana 
pembunuhan berencana.
15 Suharyono, Perumusan Sanksi Pidana Dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
Jurnal Hukum: Vol XVII No.1 Eds Januar, Fakultas 
Hukum Unverstas Pancasla, Jakarta, hlm.25.
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2. Kebutuhan KUHP Nasonal sudah 
sangat mendesak, pemerntah sudah 
sewajarnya, segera mengundangkan 
hal tersebut. Sehngga ketentuan  yang 
terdapat dalam Pasal 55 RUU KUHP 
dapat djadkan sebaga pedoman 
pemdanaan bag hakm dalam 
penjatuhan putusan pdana terhadap 
tndak pembunuhan berencana 
dserta mutlas sebaga hal yang 
memberatkan, sesua dengan tujuan 
hukum, yatu tercptanya kepastan 
hukum, kemanfaatan hukum, dan 
keadlan hukum.
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